SALINANW

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 TAHUN 2022,
dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani telah dibentuk Tim Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Daerah Istmewa Yogyakarta;

b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di
lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian
terhadap personil Tim sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan




Mengingat

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2022;

L. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak P1dana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 387 4) sebagaimana telah
diubah dengan Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan -Tindak Pidana Korupsi)

~ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tetang
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesiél Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan AparattrlrlNegara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menterl Pendayagunaan
Aparatur | Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman




Menetapkan

KESATU

-3-

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi P;emerihtah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 442); | ' |

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 TAHUN 2022 ‘tentang Pembentukan
Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korubsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah ‘Istimewa
Yogyakarta Tahun 2022,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU . WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022.

Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 TAHUN 2022 tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, tersebut dalam Lampiran,

sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana




tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Parhs:pasx dan Hubungan Masyarakat,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH
2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

NO

NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

PENGARAH

Hamdan Kurniawan

Ketua Komisi Pemilihan
Umum Daerah Istimewa

Yogyakarta

Pengarah

merangkap Ketua

Siti Ghoniyatun

Umum Daerah Istimewa

Yogyakarta

Anggota Komisi Pemilihan.

Pengarah
merangkap Anggota

Moh. Zaenuri Ikhsan

Anggota Komisi Pemilihan
Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta

Pengarah

merangkap Anggota

Ahmad Shidqi

Anggota Komisi Pemilihan
Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta -

Pengarah
merangkap Anggota

Wawan Budiyanto

Anggota Komisi Pemilihan
Umum Daerah Istimewa

Yogyakarta

Pengarah
merangkap Anggota

TIM KERJA

Muhammad Hasyim

Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Daerah

Istimewa Yogyakarta

Ketua

TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

Bambang Gunawan

Kepala Bagian
Perencanaan, Data dan

Informasi

Koordinator

merangkap Anggota




Sigit Raharjo Kepala Sub Bagian Umum | Anggota
dan Logistik

Ardian Dewanto Setiadi | Kepala Sub Bagian Anggota
Keuangan

Amalia Rahmah Kepala Sub Bagian Hukum | Anggota
dan SDM

Galuh Adisti Wisnu Kepala Sub Bagian Teknis | Anggota

Wardhani Penyelenggaraan. Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Arry Dharmawan Kepala Sub Bagian Data Anggota

Trissatya Putra dan Informasi

Viera  Mayasari  Sri Kepala Sub Bagian Anggota

Rengganis Perencanaan

TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

Moh Sugiharto | Kepala Bagiari Teknis Koordinator
Penyelenggaraan Pemilu, merangkap Anggota
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan
SDM

Amalia Rahmah Kepala Sub Bagian Hukum | Anggota
dan SDM

Ratna Dewi Senjarini Analis Sumber Daya Anggota
Manusia Aparatur

Yudhanto Rakhmat | Analis Pengembangan | Anggota

Pratomo Karir

TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Moh Sugiharto

Kepala

Penyelenggaréan Pemiluy,

Bagian  Teknis

Partisipasi dan Hubungan
Masyarakét, Hukum dan
SDM

Koordinator

merangkap Anggota

Amalia Rahmah Kepala Sub Bagian Hukum | Anggota
dan SDM

Ratna Dewi Senjarini Analis Sumber Daya Anggota
Manusia Aparétﬁr

Yudhanto Rakhmat Analis Pengembangan Anggota

Pratomo

Karir




TIM PENGUATAN PENGAWASAN

Moh. Sugiharto Kepala Bagian Teknis Koordinator
Penyelenggaraan Pemilu, merangkap -Anggota
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan
SDM

Amalia Rahmah Kepala Sub Bagian Hukum | Anggota
dan SDM

Sari Ananingsih Analis Hukum Anggota

Sitaresmi Wisunarni Penyusun Bahan ‘| Anggota

Asih Penyuluhan Hukum

TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Bambang Gunawan Kepala Bagian Koordinator

Perencanaan, Data dan

merangkap Anggota

Informasi
Arry Dharmawan Kepala Sub Bagian Anggota
Trissatya Putra Program dan Data
Viera Mayasari Sri Analis Monitoring, Anggota
Rengganis Evaluasi, dan Pelaporan
Mudita Maidihani Analis Data dan Informasi Anggota
Fitri Hartati Analis Laporan Anggota

Akuntabilitas Kinerja
Puji Restiyani Penyusun Program Anggota

Anggaran dan Pelaporan '
Alfiah Trisna Pengelola Data Anggota
Asswandari
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Sri Mulyani Kepala Bagian Keuangan, | Kocordinator

Umum dan Logistik merangkap Anggota
Sigit Raharjo Kepala Sub Bagian Umum | Anggota

dan Logistik
Galuh Adisti Wisnu Kepala Sub Bagian Teknis | Anggota
Wardhani Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan

"Masyarakat

Asita Widyasari Penyusun Bahan Anggota

Informasi dan Publikasi




5. | Siti Robitoh Penyusun Rencana Anggota
Kebutuhan Rumah Tangga

dan Perlengkapan

6. | Choirun Sulaiman Arsiparis Terampil Anggota
Lita Pradyta Verifikator Keuangan Anggota
Imam Wahyudi Penyusun Laporan Anggota

Keuangan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Maret 202

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
rtistmesi dan Hubungan Masyarakat,

' MVFI’Q‘:A.. ber Daya Manusia




